oot

“apkan

. bahwa dengan te|ah dil

. bahwa sehubungan den

. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1

. Peraturan Daerah Kabupaten

BUPAT| BANYUMAS

aksanakann

organisasi perangkat daerah di lingku

Banyumas, maka Ngan Pemeri

il Pemberiasegetﬁrgir; rBupati Banyumas Neo';e;n%hT:ﬁ::%aégg
aa

Bangunan (PBB) perly disesugaik:n Atas Pelunasan Pajak Bumi dan

¥a penataan kelembagaan

_ gan hal t
Peraturan Bupati tentang Pengh:rFSebut

dan Bangunan (PBB) di
Bupail (PBB) di Kabupa

perlu menetapkan kembali
tgaan Atas Pelunasan Pajak Bumi
en Banyumas dengan Peraturan

950 tentang Pembentuk
ntar an Daerah-
‘glkung.an Propinsi Jawa Tengah (Lembaran
, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950)

daerah Kabupaten Dalam Lin
Negara Tahun 1950 Nomor 2

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas -

Undang-undang Nomor 12 Tahun

1985 tentang Pajak Bumi
Bangunan (PBB) (Lembaran Negara Tahun 1994 r?lomorj62 T:nTtl) gan
Lembaran Negara Nomor 3569) , e

. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tamb

- : ahan Lembaran
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan ~ Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4438);

* Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
Banyumas Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah
Kepada Pemerintah Desa (Lembaran Daerah
Tahun 2001 Nomor 12 Seri E).

Penyisihan Penerimaan
Kabupaten Banyumas
Kabupaten Banyumas

MEMUTUSKAN :

BUPATI BANYUMAS TENTANG  PEMBERIAN

PERATURAN
UNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PENGHARGAAN ATAS PEL
(PBB).



enghargaan atas Pelunag
ef'a o peraturan ini.
pird

imbul akibat ditetapkannya Peratyrg
. ayang Kabupaten Banyumas n |n| dlbebankan kepada Anggaran Pendapatan

Pasal 4

peraturan ini maka Peraturan By

nargaan atas Pelunasan Pajak Bumi dpat; Banyumas Nomor 16 Tahun 2005 tentang

an Bangunan (PBB) dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 5

o il perlaku pada taggga| ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2
32” dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan

¢ setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.
1

Ditetapkan di Purwokerto
padatanggal 13 Frp 2006
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Lampifan

CARA P ~ | '
G
PAJAK B, AN s MNATAG PEL NFAE B 2008

JuAt s
¢ argadl diverikan kepada Desaikelyryy
"?:gatall mel'-maSi PBB Sektor Perkotaan ) an ¢

0 e Himpunan Ketetapan Pajak) ¢
pelum tanggal jatuh tempo
"< dalam waktu 3 (tiga) samr.

g Lunes : ) sampai dengan 4
kP dan SPPT sebelum tanggal jatyh te

gan 2 (dy

N, terhi .
an Sppry s thitung Sejak diterimanya pHkp

Pe '
mbentahunan Pajak Terhutang)

(empat) py
an, terh jak di
.- terhitung Sejak diterimanya

ynas dalam waktu 5 (lima) bulan SaMpai dengan ta,
ggal jatuh tempo

pelunasen’ PBB sebagaimana angka | (satu)

. dibuktikan
Sementara) yang telah divalidasi oleh Bank pers dengan STTS (Surat Tanda Terima

€psi setempat.
Apab”a terjadi keterlambatan Penerbitan DHKp dan SPPT

. PBB, sehi :
plan sebagaimana tersebut pada angkg 1 —— ehingga jangka waktu 6 (enam)

. jatuh tempo tahun yang bers
angkut
naka ketentuan pemberian penghargaan pgg tersebut pada angka 1 hanya gb lak -
. . e i
jengan tanggal jatuh tempo tahun pajak yang bersangkutan o
penghargaan kepada Desa/Kelurahan dimasukan pada buku Kas Desa/Kelurahan dan
penggunaannya diserahkan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan diutamakan untuk mendukung

operasional petugas PBB.
_Penghargaan kepada petugas pemungut PBB Desa/Kelurahan agar dibuktikan dengan bukti

penerimaan.
.Penghargaan kepada Kecamatan dimasukan pada buku kas Kecamatan dan penggunaannya

diserahkan kepada Kecamatan diutamakan untuk mendukung operasional petugas Pengelolan

PBB Kecamatan.
.Penghargaan kepada petugas pengelola PBB Kecamatan agar dibuktikan dengan bukti

penerimaan.

ETENTUAN UMUM

L PENGHARGAAN ATAS PELUNASAN PBB BAGI DESA/KELURAHAN .
gkutan jika telah

F’enghargaan diberikan berupa uang tunai kepada Desa/Kelurahan yang bersan
ebagai berikut

“pat melunasi PBB yang besarnya penghargaan adalah s
bulan sejak diterimanya DHKP/SPPT:

I Lunas ¢ i dengan 2 (dua)
alam waktu 1 (Satu) sampai deng ‘ o

Kepada Desa / Kelurahan diberikan penghargaan berupa uang tunai sebesar 10% X

58,329 han.

S Baku Desaltel® ikan penghargaan berupa uang

Kepada Petugas Pemungut PB ' "
tunai sebesar Rp. 60.000,00(Enam puluh ribu rupia

B Desa/Kelurahan diber
).



alam waktu 3 (tiga) sampq; e
d

" n 4
8 PT sebelum tangga) i (empa
N ' jan SP 9gal jatyf tempg ! bulan, terhitung sejak diteriman:
! o (P da Desa/Kelurahan diberika, ‘ S
¢ 0
32% X Baku Desa/Kelurah " "ahargaan berup;
o an, P uang tunai sebegar 7% ¥
Kepada Petugas Pemungyt PBR De \ v
SalKelurahan o
an dibe

fika
' N penghargaan uang tunai

waktu 5 (lima) by| .
»” dalam ) bulan SaMpai denggp, tanaaal
0 Kepada Desa/Kelurahan diberikan benah 99al jatuh tempo -
Nghar
93an berupa uang tunai sebesar 57 4

a
sebesar Rp. 45.000,00 (Empg PUluh fimq by
fUpiah),

58,32% X Baku Desa/KeIurahan_

ada Petugas Pemungut D
Kep __— " —eSalKelurahan diberikan pengh
sebesar Rp. 30.000,00 (Tiga pyjyp rip,, rUpiah) ghargaan berupa uang tunai

o ARGAAN ATAS PELUNASAN PBB BAG] KECAMATAN

n diberikan berupa g ;
Ng tunaj kepada Kecamatan apabila jika seluruh

pagher9%
9 bersangkutan dapat melunasi PBB yang

ghelurahan dalam wilayah  Kecamatan yqn

samya penghargaan sebagai berikyt -
e

lam waktu 1 (Satu) sampai

9 Lynas da ot d.b) . pai dengan 2 (dua) bulan sejak diterimanya DHKP/SPPT:
Kepada Kec N diberikan penghargaan berupa uang tunai sebesar 3% x 58,32% x
Baku Kecamatan. |
Kepada petugas pengelola PBB Kecamatan diberikan penghargaan berupa uang tunai
sebesar Rp. 200.000,00 (Dua ratus riby rupiah).

7) Lunas dalam waktu 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) bulan, terhitung sejak diterimanya

DHKP dan SPPT sebelum tanggal jatuh tempo :

Kepada Kecamatan diberikan penghargaan berupa uang tunai sebesar 2% x 58,32% x

Baku Kecamatan.
Kepada Petugas Pengelola PBB Kecamatan diberikan penghargaan berupa uang tunai

sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).
3) Lunas dalam waktu 5 (lima) bulan sampai dengan tanggal jatuh tempo:
Kepada Kecamatan diberikan penghargaan berupa uang tunai sebesar 1% x 58,32% x

Baku Kecamatan.
Kepada Petugas Pengelola PBB Kecamatan diberikan penghargaan berupa uang tunai

sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah).
] PENGHARGAAN ATAS PELUNASAN PEB BAG! KELURAHAN DAN KECAMATAN DI WILAYAH

3. KOTIP PURWOKERTO .
Kecamatan eks. Kotip

Penghargaan diberikan berupa uang tunai kepada Kelurahan dan
P““”°kert0 apabila jika dalam wilayah yang bersangkutan dapat melunasi PBB yang besarnya

PMghargaan sebagai berikut
an sebesar 5% X

) Bagi Kelurahan di wilayah Eks. Kotip Purwokerto diberikan Pengharga !
gan tanggal jatuh tempo realisasinya

%8.32% x baku Kelurahan (90%), apabila sampai den

hanya Mencapai 90%. -
Kepada Petugas Pemungut Kelurahan diberikan penghargaan berupa uang tun
sebesar Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah).



i K
39
) :iberikan penghargaan sebesar 1% x 58,32% Bak
(epada Petugas Pengelola PBB Kecamata
n

cebesar Rp. 100.000,00 (seratus ripy rupiah)

U Kecamatan (90%).

dibers
iberikan Penghargaan berupa uang tunai

tori :
ghargaen yang diterimanya apabila Desa/Kelurahan dan Kecamatan dapat melunasi PBB

i waktu 1 (satu) sampal dengan 2 (dua) bulan sejak diterimanya DHKP/SPPT.

a 58.32% perasal dari bagian Kabupaten sebesar 64,8% dikurangi dengan penyisihan 10%

3 Bagian Kabupaten yang masuk di dalam pos Pemerintahan Desa.

BUPATI BANYUMAS
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